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PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU 

 
NOMOR  12 TAHUN 2013 

 
TENTANG  

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 

GUBERNUR RIAU, 
 

 

Menimbang :  a. bahwa pendidikan merupakan salah satu hak warga Negara, 
oleh karenanya negara  harus mampu menjamin pemerataan 
kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan 

relevansi pendidikan  dalam menghadapi tantangan  sesuai 
dengan perkembangan perubahan kehidupan lokal, 

nasional, dan global sehingga penyelenggaraan pendidikan 
harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, 
sistematis dan berkesinambungan dalam satuan sistem 

pendidikan nasional;  
 

 b. bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah 
upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan 
kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan 

berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang 
beradab, adil,  dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945;  

 
 c.  bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan 

kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan 
pendidikan, yang merupakan tanggung jawab bersama 

antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat, 
maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah 
guna memberikan kepastian hukum dalam 

penyelenggaraan pendidikan;  
 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang  Penyelenggaran Pendidikan. 
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Mengingat :   1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

 
2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang 

Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, 
Jambi dan Riau (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1958 
Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1646); 
 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 
 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan 
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4586);  
 

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang 

Perpustakaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4774);  
 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059); 
 

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan,  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 
 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagai mana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5410);  
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang 
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4769); 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang 

Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4863);  

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5157);  
 

13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 

Pemerintah Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah 
Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 2);  
 

14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 
tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi 
Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 

6). 
 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI RIAU 
 

dan 
 

GUBERNUR RIAU 

 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN 

PENDIDIKAN. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:  
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1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 

2. Daerah adalah Provinsi Riau.  

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945.  

4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

5. Gubernur adalah Gubernur Riau. 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai 

unsur penyelenggara  Pemerintahan Daerah.  

7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Riau.  

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau.  

9. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen 
sistem pendidikan  yang dilakukan pada satuan atau program 

pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses 
pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan 
nasional.  

10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara, yang diselenggarakan di Provinsi Riau. 

11. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia 
dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.  

12. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan 

berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah 
dan pendidikan tinggi.  

13. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan 
formal yang dapat dilaksanakan  secara terstruktur dan berjenjang.  

14. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. 

15. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang 
ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun 

yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 
membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar 
anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.  

16. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan 
formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang 
diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk  Sekolah Dasar 

dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi 
satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang 

berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau 
bentuk lain yang sederajat.  
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17. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan 
formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah 

Menengah Atas, Madrasah  Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan 
Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat. 

18. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan 
formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program 
pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi. 

19. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang 
memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki 

kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa 
untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan 

pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada 
umumnya.  

20. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki 

tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena 
kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki 

potensi kecerdasan dan bakat istimewa. 

21. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan  bagi peserta didik di 
daerah terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, 

dan tidak mampu dari segi ekonomi. 

22. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang 
diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan 

diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.  

23. Pendidikan kecakapan hidup adalah pendidikan yang memberikan 

kecakapan personal, kecakapan intelektual, kecakapan sosial, dan 
kecakapan vokasional untuk bekerja, berusaha dan/atau hidup 
mandiri. 

24. Pendidikan kepemudaan adalah  pendidikan yang diselenggarakan 
untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa. 

25. Pendidikan keaksaraan adalah  pendidikan bagi warga masyarakat 

yang buta aksara agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, 
berbahasa Indonesia, dan berpengetahuan dasar untuk meningkatkan 

kualitas hidupnya. 

26. Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang 
menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan 

SMA/MA yang mencakupi program Paket A, Paket B, dan Paket C serta 
pendidikan kejuruan setara SMK/MAK yang berbentuk Paket C 

Kejuruan. 

27. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah 
yang  mempunyai  perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.  

28. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 
tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pendidikan tertentu.  

29. Struktur kurikulum adalah pengorganisasian kompetensi inti, 

kompetensi dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran dan beban 
belajar pada setiap satuan pendidikan dan program pendidikan. 


